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MOTTO

Ketika saya berbuat baik, saya merasa baik. Ketika saya berbuat buruk, saya
merasa buruk. Itulah keyakinan saya.’

- Abraham Lincoln -

l|http://kata-kata—mutiara.orq/kata-kata-biiak/kata-biiak-abraham-lincoln-vanq-abadi/ l}liakses pada
29 Juni 2013
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RINGKASAN

Latar belakang skripsi ini adalah Pemberlakuan Undang-Undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi landasan utama
aktivitas pemerintahan daerah dengan segala dimensinya, termasuk masalah
pengelolaan keuangan daerah. Perubahan undang-undang tersebut telah membawa
perubahan yang cukup mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara
keseluruhan, yaitu terjadi arus balik kekuasaan pemerintahan dan pola sentralistik
menjadi ke arah desentralistik. Bersamaan dengan hal ini muncul pula berbagai
permasalahan yang menyangkut hubungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah . termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Permasalahan Skripsi ini adalah apa sajakah sumber-sumber keuangan
Kabupaten Jember serta bagaimana wewenang Bupati Jember dalam pengelolaan
keuangan daerah dan bagaimanakah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah Kabupaten Jember

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini digunakan dua metode
penelitian yang pertama dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dan penelitian yuridis empiris, Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-
literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang
dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran
ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif, Penelitian
Hukum Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data
primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif
dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk
melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah
fakta yang mutakhir cara kerja dan penelitian Empiris ini dengan pengumpulan
data yang diperoleh langsung dan lapangan sehingga data tersebut sesuai dengan

fakta yang terdapat di lapangan.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan adalah pertama, terdapat
tiga sumber-sumber keuangan kabupaten jember yaitu pendapatan asli daerah,
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua wewenang
bupati jember dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain : menetapkan
kebijakan tentang pelaksanaan APBD, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan
barang pemerintah kabupaten, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang,
menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran, menetapkan
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan pemerintah kabupaten,
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang
Pemerintah kabupaten, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
barang milik pemerintah kabupaten, menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Ketiga,
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh badan keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun saran dari penulis adalah dalam rangka terwujudnya prinsip good
financial governance maka perlu ditingkatkan transparansi sumber-sumber
keuangan daerah Kabupaten Jember, dan Pelimpahan wewenang dalam
pengelolaan keuangan daerah harapnya sesuai dengan bidang dan kemampuan

tiap bidang.
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